
 

BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

 

V.1 Kesimpulan 
 

Penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain : 
 

1. Pelayanan kurang maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia 

penguji yang masih malakukan perangkapan tugas dalam 

mengoperasikan lebih dari 1 (satu) alat uji menjadikan beban kerja 

yang lebih tinggi sehingga pengujian dan pemeriksaan menjadi kurang 

maksimal; 
 

2. Upaya untuk meningkatkan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok adalah dengan penambahan 

sumber daya manusia penguji. Dalam menentukan jumlah penguji 

kendaraan bermotor untuk ditempatkan pada bagian adminitrasi dan 

pengeporasian alat uji, dibutuhkan 21 orang dengan rincian : 
 

a. 3 orang pembantu penguji; 
 

b. 3 orang penguji pemula; 
 

c. 3 orang penguji tingkat satu; 
 

d. 9 orang penguji tingkat dua; 
 

e. 2 orang penguji tingkat tiga; 
 

f. 1 orang penguji tingkat empat; dan 
 

g. 1 orang penguji tingkat lima, 
 

Sedangkan pada kondisi nyata hanya 6 orang penguji dengan rincian 1 

orang penguji tingkat lima, 3 orang penguji tingkat dua dan 2 orang 

penguji tingkat satu. 

 
 

V.2 Saran 
 

Untuk memaksimalkan kinerja dan meningkatkan pelayanan di Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok, maka 

penulis menyarankan agar perlu adanya penambahan tenaga penguji 
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kendaraan bermotor sesuai jenjang kompetensinya sebanyak 15 orang 

dengan rincian : 
 

a. 3 orang pembantu penguji; 
 

b. 3 orang penguji pemula; 
 

c. 6 orang penguji tingkat dua; 
 

d. 2 orang penguji tingkat tiga; dan 
 

e. 1 orang penguji tingkat empat. 
 

Sehingga memenuhi kekurangan jumlah penguji kendaraan bermotor yang 

diperlukan sehingga pemeriksaan dan pengujian dapat dilaksanakan secara 

maksimal. 
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